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TIM SELEKSI

LEMBAGA PEMBERI LAYANAN POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) TAHUN

ANGGARAN 2027

PENGUMUMAN
Nomor:1430/PTUN.W6-TUN4/HM1.1.1/X1/12026

Berdasarkan:

. Peraturan Mahkamah Agung R.l. Nomor 1 Tahun 2014 Tanggal 9 Januari 2014

Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu
di Pengadilan;

. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha

Negara Nomor : 28/DJMT/Kep/lll/2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Mahkamah Agung R.l. Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman
Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;

. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor

1418/KPTUN.W6-TUN4/SK.OT1.1/X1/2026 tanggal 5 November 2026 Tentang
Pembentukan Tim Seleksi Penyedia Jasa Layanan Pos Bantuan Hukum
(POSBAKUM) Pengadilan Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya
Tahun 2027.

. Pagu Anggaran Tahun 2027 untuk Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya sejumlah Rp. 33.000.00, 00(Tiga
Puluh Tiga Juta Rupiah).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya
akan membuka pendaftaran untuk seleksi Lembaga Layanan Pos Bantuan Hukum

Tahun A

nggaran 2027. (daftar jadwal pelaksanaan terlampir).

A. Peserta seleksi

a. Lembaga Masyarakat Sipil Penyedia Advokasi Hukum; dan/atau
b. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi

B. Persyaratan

1. Berbentuk Badan Hukum dengan melampirkan Akta Pendirian yang
terdaftar di Kementerian Hukum, menyertakan Struktur ~ Kepengurusan
Lembaga, dan sertifikasi akreditasi lembaga pemberi bantuan hukum yang
masih berlaku;

2. Berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya
atau terdapat perwakilan di wilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha
Negara Palangkaraya dengan melampirkan keterangan Domisili Lembaga
dari kelurahan;

3. Memiliki minimal 1 (satu) orang advokat serta wajib memiliki Kartu Tanda
Advokat (KTA) Aktif/Sertifikat dan berita Acara

4. Memiliki Staf atau Anggota yang nantinya bertugas di Posbakum
Pengadilan yang bergelar minimal Sarjana Hukum / Sarjana Syariah;

5. Lulus tes kualifikasi yang ditetapkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara
Palangkaraya,



6. Apabila menyertakan mahasiswa untuk bertugas di Posbakum Pengadilan,
harus telah menempuh 140 SKS dan lulus mata kuliah Hukum Acara serta
Praktek Hukum Acara, wajib memiliki Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)
Aktif dan selama bertugas ada di bawah pengawasan seorang Advokat
atau Sarjana Hukum / Sarjana Syariah,

7. Memiliki Visi dan Misi mengenai pelayanan Posbakum pada Pengadilan
Tata Usaha Negara Palangkaraya,

8. Melampirkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih
berlaku dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pimpinan dan Staf yang
diajukan;

9. Melampirkan NPWP dan Nomor Rekening atas nama Lembaga;

10. Surat pernyataan bersedia menandatangani Pakta Integritas;

11. Pemberi jasa yang akan bertugas pada Pos Pelayanan Hukum ditunjuk
oleh Pimpinan Lembaga Bantuan Hukum yang bersangkutan;

12. Mengisi berkas isian Administrasi sebagaimana file terlampir;

13. Hasil keputusan Tim Seleksi tidak dapat diganggu gugat;

Surat Pendaftaran ditujukan kepada Ketua Tim Seleksi Lembaga Penyedia Bantuan
Hukum Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya.

A. Tata Cara Pendaftaran

1. Berkas permohonan pendaftaran ditujukan kepada Ketua Panitia Seleksi
Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Tata Usaha
Negara Palangkaraya dengan melampirkan syarat-syarat di atas dalam bentuk
hard copy yang disampaikan melalui PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara
Palangkaraya dan soft copy melalui email email@ptun-palangkaraya.go.id
mulai Hari Senin, tanggal 16 November 2026 sampai dengan Hari Jumat,
tanggal 23 November 2026 dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 15.00
WIB.

2. Peserta Seleksi akan menerima tanda terima telah menyerahkan berkas.

B. Pelaksanaan Seleksi
1. Seleksi Administrasi

o Seleksi administrasi dilaksanakan oleh Panitia Seleksi pada Hari
Selasa, 24 November 2026;

e Pengumuman hasil seleksi administrasi akan diumumkan melalui Situs
Resmi dan Media Sosial Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya
pada Hari Rabu, 25 November 2026, pukul 11.00 WIB.

2. Seleksi Wawancara

o Peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi administrasi oleh Panitia
Seleksi, akan melaksanakan wawancara pada Hari Kamis, 26
November 2026, pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, bertempat di
Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya.

Dalam rangka menjaga integritas kepada seluruh calon Penyedia dilarang memberikan
gratifikasi kepada Tim Seleksi maupun pejabat yang terlibat dalam proses pengadaan Jasa
Konsultan Hukum Posbakum.

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Palangka Raya, 9 November 2026
Ketua Tim Seleksi
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Lampiran Pengumurnan
Panitia Seleksi Lermbaga Pernber Layanan Postakurn
Pengadilan Tata Usaha Megara Palangkaraya Tahun

Anggaran 2027

Nomor . 1430/PTUN. WO TUNA/HM L1 I/X1/2026
Tanggal : 9 November 2026

JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI

No Tahapan Kegiatan Tanggal Waktu Keterangan
1. | Pengumuman 9 Novs.d. 13 Hari Kerja
e Nov 2026
2. | Pendaftaran dan Penyampaian | 16 Nov s.d. 23 08.00 s.d A .
Berkas e Nov 2026 15.00Wig | 1im Seleksi
3. | Seleksi Administrasi . 24 Nov 2026 08.00 s.d
15.00 WIB
4. | Pengumuman Hasil Seleksi 25 Nov 2026 08.00 s.d Ketua Tim
Administrasi 15.00 WIB
5. | Wawancara 26 Nov 2026 08.00 s.d Tim Seleksi
15.00 WIB
6. | Rapat Tim Seleksi 27 Nov 2026 08.00 s.d Tim Seleksi
11.00 WIB
7. | Pengumuman Hasil Seleksi 30 Nov 2026 08.00 s.d Ketua Tim
15.00 WIB
8. | Masa Sanggah 1 Des s.d 4 Des 08.00 s.d Tim Seleksi
2026 15.00 WIB
9 | Penandatanganan SPK 8 Des 2026 08.00 s.d Pejabat
15.00 WIB Pembuat
Komitmen
10 | Penandatanganan MoU 8 Des 2026 08.00s.d Ketua PTUN
15.00 WIB | Palangkaraya
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